
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI BULUNGAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2O2I

TENTANG

TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN.

bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi

proses mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam satu instansi

daerah maupun antar instansi pemerintah pada

Pemerintah Kabupaten Bulungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-

Undang (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

b.
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah l,aut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tanr'bahan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077 ter.tarrg

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 20 17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

64771;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019

tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar

Kabupaten / Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi

A
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

103a);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH.

BAI} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebegai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

Instansi Pemerintah adalah instansi Dusat dan

instansi Daerah.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan

pembinaan manajemen pegawai negeri sipil di Instansi

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

.?.

5.

6.
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8.

-4-

Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi

urusan kepegawaian.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil

negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan

pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Mutasi adalah perpindahan tugas dan/ atau lokasi

dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1

(satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-

instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan

negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan

sendiri.

Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang

meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan

perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga

teknis daerah.

Mutasi Keluar adalah perpindahan tugas dan/ atau

lokasi PNS dari Pemerintah Daerah ke

Kementerian/lembaga/Provinsi/ Kabupaten/Kota

lain.

15. Mutasi Masuk adalah perpindahan tugas dan/atau

lokasi PNS dari

9-

10.

11.

12.

13.

1A
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kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/ kota lain

ke Pemerintah Daerah.

16. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh

pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan

perilaku ke{a PNS.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan

pedoman dalam pelaksanaan Mutasi di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(21 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin pelaksanaan Mutasi PNS dilakukan

secara objektif dan transparan;

b. menjamin kesinambungan kineq'a Perangkat

Daerah; dan

c. menjamin kompetensi PNS di lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan

jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier serta

kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Jenis Mutasi;

b. Mutasi dalam satu Instansi Daerah; dan

c. Mutasi antar Instansi Pemerintah.

BAB II

JENIS MUTASI

Pasal 4

Jenis Mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Mutasi dalam satu Instansi Daerah; dan

b. Mutasi antar Instansi Pemerintah.
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BAB III

MUTASI DALAM SATU INSTANSI DAERAH

Pasal 5

Mutasi dalam satu Instansi Daerah terdiri atas:

a. Mutasi dalam satu Perangkat Daerah; dan

b. Mutasi antar Perangkat Daerah

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Mutasi dalam satu Instansi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b,

meliputi:

a. Mutasi Jabatan Pelaksana; dan

b. Mutasi JF.

Mutasi dalam satu Instansi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. terdapat formasi yang tersedia sesuai analisis

jabatan dan analisis beban kerja;

c. memiliki kuali{ikasi pendidikan, keahlian, dan

pengalaman sesuai dengan jabatan yang akan

diduduki;

d. mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat

Daerah;

e. mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah/

puskesmas/UPTD/lurah/direktur rumah sakit

Daerah bagr PNS yang bertugas di

Sekolah/ Puskesmas/ UPTD/ Kelurahan/ Rumah

Sakit Daerah;

f. bagi Mutasi JF ke Jabatan Pelaksana dilakukan

paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat

dalam JF;
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g. bagi guru mutasi antar satuan pendidikan

dilakukan paling singkat 4 (empat) tahun sejak

diangkat menjadi PNS;

h. tidak sedang dan/ atau menjalani proses hukum

tingkat ringan, sedang atau berat yang

dinyatakan secara tertulis oleh kepala Instansi

Daerah; dan

i. memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Permohonan

Paragraf 1

Permohonan Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah

Pasal 7

(l) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan

permohonan usulan Mutasi dalam satu perangkat

daerah disertai alasan -alasan teknis.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada PPK melalui Kepala Badan dengan

melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat permohonan yang menyebutkan:

1. jabatan yang akan ditinggalkan (1'abatan

lama);

2. jabatan yang akan diduduki fiabatan baru);

3. unit keq'a yang akan ditinggalkan; dan

4. unit kerja yang akan ditempati.

b. asli surat persetujuan menerima dari kepala

Sekolah/ Puskesmas/ UPTD/ Lurah/ Direktur

rumah sakit daerah;

c. asli surat persetujuan melepas dari kepala

Sekolah/ Puskesmas/UPTD/Lurah/ Direktur

rumah sakit daerah;

d. asli surat pemyataan tidak sedang dan/ atau

menjalani proses hukum tingkat ringan, sedang



atau berat yang diterbitkan oleh kepala

perangkat daerah; dan

e. salinan/fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Format surat permohonan, surat persetujuan

menerima, surat persetujuan melepas dan surat

pernyataan tidak sedang dan/atau menjalani proses

hukum tingkat ringan, sedang atau berat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Buoati ini.

Paragraf 2

Permohonan Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan

permintaan PNS yang dibutuhkan kepada kepala

perangkat daerah lain disertai dengan alasan teknis'

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menyebutkan:

a. jabatan yang akan diduduki; dan

b. unit kerja yang akan ditemPati.

Format surat usulan permintaan PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) disetujui kepala Perangkat Daerah

PNS yang dibutuhkan, ditindaklanjuti dengan

melampirkan dokumen meliPuti:

a. asli surat persetujuan Mutasi yang ditujukan

kepada kepala Perangkat Daerah pengusul

dengan menyebutkan:

(t)

{21

{3)

(1)
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1. jabatan yang akan diduduki; dan

2. unit kerja baru yang akan ditempati.

b. asli surat persetujuan melepas dari kepala

Sekolah/ Puskesmas/ UPTD / Lurah/ Direktur

rumah sakit daerah;

c. asli surat pernyataan tidak sedang dan/atau

menjalani proses hukum tingkat ringan, sedang

atau berat yang diterbitkan oleh kepala

perangkat daerah; dan

d. salinan/fotokopi sah Penilaian Prestasi Ke{a

PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(21 Format surat persetujuan Mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah pengusul sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya

menyampaikan permohonan Mutasi antar Perangkat

Daerah kepada PPK melalui Kepala Badan dengan

melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayatl2l.

Format permohonan Mutasi antar Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan tetap'

surat usulan atau surat persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal B ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf

a dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai

pelaksana tugas.

(1)

(21



(1)

(21
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Pasal 12

Dalam hal kepala Sekolah/ Puskesmas/

UPTD/Lurah/Direktur rumah sakit daerah berhalangan

tetap, surat persetujuan melepas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (21 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf b

dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai

pelaksana tugas.

Paragraf 3

Permohonan Sendiri

Pasal 13

Setiap PNS dapat mengajukan usulan permohonan

Mutasi antar Perangkat Daerah.

Usulan permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai

berikut:

a. asli surat permohonan Mutasi kepada PPK

melalui kepala Badan;

b. asli surat persetujuan menerima dari kepala

Perangkat Daerah tujuan dengan menyebutkan:

1. jabatan yang akan diduduki; dan

2. unit ke{a baru yang akan ditempati.

c. asli surat persetujuan melepas dari kepala

Perangkat Daerah asal dengan menyebutkan:

1. jabatan yang akan diduduki; dan

2. unit kerja baru yang akan ditempati.

d. asli surat persetujuan melepas dari kepala

Sekolah/ Puskesmas/UPTD / Lurah/ Direktur

rumah sakit daerah;

e. asli surat pernyataan tidak sedang dan/atau

menjalani proses hukum tingkat ringan, sedang

atau berat yang diterbitkan oleh kepala

perangkat daerah asal; dan

f. salinan/fotokopi sah Penilaian Frestasi Kerja

PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MUTASI ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 14

Mutasi antar Instansi Pemerintah terdiri atas:

a. Mutasi Keluar; dan

b. Mutasi Masuk.

Bagran Kesatu

Mutasi Keluar

Pasal 15

Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat

mengajukan usulan permohonan Mutasi Keluar.

Pengajuan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. berstatus PNS;

b. mendapat persetujuan dari PPK instansi

penerima;

c. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat

Daerah;

d. mendapatkan persetujuan dari Kepala

Sekolah/ Puskesmas/ UPTD/ Lurah/ Direktur

Rumah Sakit Daerah bagi PNS yang bertugas di

Sekolah/Puskesmas/UPTD/ Kelurahan/ Rumah

Sakit Daerah;

e. telah memiliki masa kefa/pengabdian pada

Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh)

tahun sejak diangkat menjadi PNS;

f. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan

telah memiliki masa kerja kembali pada

(1)

(21



h.

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati yang mengatur tentang

penunjukan tugas belajar;

tidak sedang dalam proses atau menjalani

hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan;

tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan

dinas;

i. tidak memiliki sangkut paut hutang pada

koperasi, perbankan atau pihak lainnya;

j. bebas temuan inspektorat; dan

k. memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Format surat usulan permohonan mutasi keluar

permohonan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Permohonan Mutasi Keluar dengan melampirkan

dokumen sebagai berikut:

a. asli surat pemohonan Mutasi dari PNS yang

bersangkutan kepada PPK melalui Kepala

Badan;

b. asli surat persetujuan Mutasi yang

ditandatangani oleh PPK instansi penerima;

c. asli surat persetujuan Mutasi yang

ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;

d. asli surat persetujuan melepas dari kepala

Sekolah/ Puskesmas/UPID/ Lurah/ Direktur

rumah sakit daerah;

e. asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses

atau menjalani hukuman disiplin dan/atau

proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK

atau Kepala Badan;

f. asli surat pernyataan tidak sedang menjalani

tugas belajar atau ikatan dinas yang

ditandatangani oleh PPK atau Kepala Badan;

(3)

(1)
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h.

J.
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asli surat pernyaaan tidak memiliki sangkut

paut hutang pada koperasi, perbankan atau

pihak lainnya yang ditandatangi oleh Kepala

Perangkat Daerah;

asli surat keterangan bebas temuan yang

d itandatangani oleh inspektur Inspektorat;

asli analisis jabatan dan analisis beban ke{a

terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi yang

ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain paling

rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi

pratama;

salinan/fotokopi sah surat keputusan

pengangkatan PNS;

salinan/ fotokopi sah surat keputusan kenaikan

pangkat terakhir;

salinan/ fotokopi sah surat keputusan jabatan

terakhir;

m. salinan/ fotokopi sah penilaian presetasi kerja

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

n. dokumen pendukung yang dibutuhkan, antara

lain surat keterangan formasi I bezetting.

Kepala Badan melalui bidang urusan Mutasi membuat

pertimbangan atas permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya

disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan

persetujuan Mutasi.

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan

huruf h, serta ayat (2) tercantum dalam Lampiran MI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 dan Pasal 15, Kepala Badan melalui

bidang yang melaksanakan urusan Mutasi membuat

daftar bahan rapat mutasi.

t-

1.

(21

(3)

(1)
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(s)
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Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai

Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan

Mutasi.

Berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai

Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {21,

Kepala Badan melalui bidang urusan Mutasi

rnengusulkan mutasi kepada PPK.

Bagian Kedua

Mutasi Masuk

Pasal 18

PNS dari luar Pemerintah Daerah dapat mengajukan

usulan permohonan Mutasi Masuk.

Pengaj uan usulan permohonan Mutasi Masuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. tersedianya formasi yang dapat diisi dan

tenaganya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban

kerja;

telah mendapatkan persetujuan Mutasi dari

kepala Perangkat Daerah asal;

tidak sedang dalam proses atau menjalani

hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan;

tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan

dinas;

bebas temuan inspektorat;

bersedia berkerja dan ditempatkan pada

Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Pemerintah

Daerahl

berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

bagi tenaga guru memiliki kualifikasi pendidikan

paling rendah Strata 1 (S.1); dan

memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(1)

(2\

d.

f.

c.

h.

j.



(3)
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Format surat usulan permohonan mutasi masuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam la.mpiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (21 dengan melampirkan

dokumen sebagai berikut:

a. asli surat pemohonan Mutasi dari PNS yang

bersangkutan kepada PPK melalui kepala Badan;

b. asli surat persetujuan Mutasi dari kepala

Perangkat Daerah asal;

c. asli analisis jabatan dan analisis beban keq'a

dari instansi asal yang ditandatangani oleh PPK

atau pejabat lain paling rendah menduduki

jabatan pimpinan tinsgi pratama;

d. asli surat pernyataan tidak sedang dalam proses

atau menjalani hukuman disiplin dan/atau

proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK

atau Kepala Badan;

e. asli surat pemyataan tidak sedang menjalani

tugas belajar atau ikatan dinas yang

ditandatangani oleh PPK atau Kepala Badan;

f. asli surat keterangan bebas temuan yang

ditandatangani oleh Inspektur Inspektorat;

g. salinan/fotokopi sah surat keputusan

i

j.

k.

pengangkatan PNS;

salinan/fotokopi sah surat keputusan kenaikar

pangkat terakhir;

salinan / fotokopi sah surat keputusan jabatan

terakhir;

salinan/fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai;

salinan / fotokopi sah Penilaian Prestasi Ke{a

PNS bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

dan

(l)

h.
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1. dokumen pendukung yang dibutuhkan, antara

lain surat keterangan fortnasi/ bezetting.

{21 Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g sampai dengan huruf k disahkan oleh pejabat pada

Badan bidang Mutasi pada instansi asal.

Pasal 20

(1) Terhadap PNS yang memenuhi persyaratan untuk
Mutasi Masuk akan dilakukan seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. seleksi kemampuan dasar dan/atau psikotes;

dan

b. seleksi wawancara.

(3) Seleksi kemampuan dasar dan/atau psikotes meliputi:

a. seleksi intelegensi umum;

b. seleksi wawasan kebangsaan; dan

c. seleksi kompetensi pribadi.

(4) Seleksi wawancara meliputi:

a. pemahaman tugas pokok dan fungsi;

b. kompetensi pemohon;

c. pengalaman ke{a; dan/atau

d. kepribadian.

(5) Pelaksanaan seleksi dilaksanakan pada bulan Mei dan

November.

Pasal 21

(1) PNS yang dinyatakan memenuhi syarat oleh tim
seleksi selanjutnya diajukan kepada PPK untuk
mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikeluarkan dalam bentuk surat permintaan

persetuju an mutas;.

(3) Surat permintaan persetujuan mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kadaluwarsa

selama 1 (satu) tahun sejak tanggal disetujui.
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Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak

disetujui permintaan persetujuan mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pemohon mutasi tidak atau

belum menindaklanjutinya, permintaan persetujuan

mutasi tersebut dianggap tidak berlaku dan pemohon

harus mengajukan permohonan baru.

Format surat permintaan persetujuan mutasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam l,ampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TIM SELEKSI

Pasal 22

Untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2O ayat (1) dibentuk tim seleksi dengan

Keputusan Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya tim seleksi dibantu

oleh sekretariat.

Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

(1)

(21

(3)

a. ketua

b. sekretaris

c. anggota

d. Sekretariat

Kepala Badan;

Kepala Bidang Mutasi, Pembinaan

dan kesejahteraan;

I . Inspektur Inspektorat;

2. Asisten Administrasi Umum:

dan

3. Sekretaris Badan.

Pejabat pengawas dan pelaksana

pada Bidang Mutasi, Pembinaan,

dan Kesejahteraan.

Pasal 23

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukanverifikasiadministrasi;
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b. menentukan metode penilaian melalui seleksi;

c. menyusun jadwal seleksi;

d. mengundang pemohon yang sudah memenuhi

syarat untuk mengikuti seleksi;

e. memberikan penilaian atas hasil seleksi;

f. memberikan hasil penilaian yang selanjutnya

disampaikan kepada PPK; dan

g. mengumumkan hasil seleksi.

(21 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai

ketentuan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja

Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini,

permohonan mutasi yang telah diajukan kepada PPK

melalui Kepala Badan tetap dilanjutkan sesuai proses yang

sedang be{alan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggd

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulunga.n.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI BULUNCAN.

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 26

NrP. 19701 r302002r2roo4

aslinya
Hukum,



A. SURAT PERMOHONAN

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2O2I

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nomor

Lampiran

Perihal

Tanjung Selor.... .

Kepada,
Yth. Eupati Bulungan

u.p Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengombangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bulungan

di -

Tanjung Selor

Untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas serta mewujudkan peningkatan

kualitas kerja pegawai negeri sipil pada.......... .........*), bersama ini

disampaikan usulan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Pendidikan

Jabatan Lama

Jabatan Baru

Unit Organisasi Lama

Unit Organisasi Baru

2. dan seterusnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

K6pala,

Pangkat ... ... ... ..

NlP....... .. .....

")

Permohonan Mutasi PNS

Dalam Satu Perangkat Daerah

(SubBagian/Sub

Puskesmas/UPTD)

(Sub Bagiar/Sub

/Puskesmas/UPTD)

Bidang/Scksi/Sekolah/

Bidang/Seksi/Sekolah

T€mbusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluer.
1 tulis nama Perangkat Dae'ah yang dipimpin.



-2-

B. SURAT PERSETUJUAN MENERIMA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nama Sekolah/Puskesmas/UPTD/

Kelurahan/Rumah Sakit Daerah

Nomor

Sifat

Perihal Perseiu.iuan Menerima

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Tanjung Selor,

Kepada,
Yrh. .......

Tanjung Selor

;r"'" ;";"i"nr"r.*""r"",rriot"r"n,

Bagian/Sub

ot -

Difektur Rumah Sakit Daeran
Dengan ini menerima pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Pendidikan

Jabatan

Unit Kerja

Kepala Sekolah/puskesmas/

UPTD/Lurah/Direktur Rumah Sakit Daerah.

,ffi
NtP. 19. ..... ... ..........

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluar,

*) tulis Penngkat Daerah lnduk,

Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/

Sekolah/Puskesmas/U PTD ...*
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C. SURAT PERSETUJUAN MELEPAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nama Sekolah/Puskesmas/UPTD/

Rumah Sakit Daerah

Nomor

Sifat

Perihal : Persetujuan Melepas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Rueng

Jabatan

Tanjung Selor,

Kepada,

Tanjung Selor

Kepala Sekolah/Puskesmas/UPTD/Lurah/

Direktur Rumah Sakit Daerah

ot -

Dengan ini melepas pegawai negeri sipil sebagaimana iersebut dibawah ini:

Nama . ....................

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Pendidikan

Jabatan

Unit Keria

untuk diangkat dalam iabatan

B td a n g/Se k s i/Se kol a h/P u s ke s m as/U P T D

... ...... **')
Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Kopala Sekolah/Puskesmas/

UPTD/Lurah/Direktur Rumah Sakit Daerah.

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluar.

**) tulis jabatan baru yang akan diduduki.
tulis unit kerja baru.*) tulis Penngkat Daenh lnduk.

Suo Bagianreub Bidang/Seksi/

Se kolah/Puskesmas/U PT D . .. 
*)

**) SekretariauBadary'Dines/

Pangkat ... ..

NlP. 19...
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AURAT PERITTATAAIY TIDAI( SEDANG DAX/ATAU

TINGKAT RIIVGAN, SEDAIIC ATAU BERAT

}IENJALANI PROSE€I HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR KodePos77212

SURAT PERNYATMN

TIDAK SEDANG DAN/ATAU MENJALANI PROSES HUKUM

TINGKAT RINGAN, SEDANG ATAU BERAT

NOMOR : .............')

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Tidak sedang dan/atau menjalani proses hukum tingkat ringan, sedang atau berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan

apabila dikemudian hari temyata isi surat pernyataan ini tidak bener yang m€ngakibatkan kerugian bagi

Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian lersebut

Tanjung Selor,

Kepala,

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Ke

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANIPembina IV/a
NrP. r9701 1302002t210o4

NtP. 19.

Hukum,
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

AURAT USULAI{ PERIUINTAAT PIfS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

Nomor

Sifat

Perihal

Tanjung S€lor,

Kepada,
Yth. Kepala.......... . .. ..-)

Permintaan PNS

Untuk menunjang dan

di -

Tanjung Selor

memperlancar pelaksanaan

SekretariauBadan/Dinas/Kantor...................*t), maka bersama ini

permintaan pegawai negeri sipil dilingkungan kerja/pada perangkat

sebagaimana tersebut dibawah ini

1. Nama

NIP

ParEkat / Golongan Ruang

Jabatan

SekretariaUBadaniDinas/

Demikian disampaikan, atas pefiatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kep Hukum, Kepala,

-.'PangKat .....

NtP. 19.......

tugas pada

kami mengajukan

daerah saudara,

F
HA]\4RAN. SH
Pembina IV/a

NIP. 1970I I30200212t00q
Tembusan Yth:

1. Kepala B€dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan.

Xeterangan :

'l tulis nomor sural keluar.

tulis unit keria baru.***l tulis Perangtrat Daerah pemohon,

BUPATI BULUNGAN,

trd

SYARWANI

)

untuk diangkat dalam jabatan

Bidang/*ksi/sekolah/pusl<esmaguPTD....
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I.AMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR Kode Pos77212

Nomor

Sifat

Perihal

Penting

Persetujuan Mutasi

Tanjung S€lor.

Kepada,
Yth. K€pela .. . .. . ... *)

di -

Tanjung Selor

Menghubungi suret Saudara Nomor : .................... tanggal ................. perihal

pada prinsipnya kami tidak keberatan dan m€nyetujui pegawai negeri sipil

sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / GolorEan Ruang

Jabatan

Unit Korja

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala,

Pangkat........

NtP. 19.............
Pembina IV/a

NrP. 19701 1302002r2rOO4

Keterangan :

'l tutis nomot surat keluar,

**") tulis hbat,,n yang akan diduduki.
'**'l tulis unit Keia beru.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Sub Bagian/Sub

Bidang/*ksi/sekolah/puskesmaguPTD ......*)
mutasi ke Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor untuk diangkat dalam jabatan

pada Sub Eagrbnlsub Bidangl&ksi/sekolah/puskesmas/UPlD ..........'**)
Demikian disampaikan, sebagai bahan leb'h lanjut, terima kasih.



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TEMANG TA?A CARA MLTTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKTJNGAN PEMERINTAH DAERAH

SI'RAT PERTOHOIIAT UIrTASI AITTAR PERATGI(AT DAERAII

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nomor

Lamprran

Perihal

Taniung Selor.

Kepade,
Yth. Bupati Bulungan

u.p Kapala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupeten Bulungan

di -

Tanjung Selor

,.,0 r"n "",.,; ; ;;;;;,;;-"in,',.*".'"",
: (SubBagiar/SubBidang/Seksi/Sakolah/Puskesmas)

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Permohonan Mutasi PNS

P6rangkat Daerah

Anlar

Untuk menunjang dan memperlanc€r pelaksanaan lugas pada .................*),

bersama ini disampaikan usulan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebageimana yang teBebut dibewah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

P6ndidikan

Jabalan Lama

Jabatan Baru

Unit Organisasi Lama

Unit Organisasi Baru

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan:

1. Asli surat persetujuan mutasi dari Kepala Perangkat Daerah asal PNS.
2. Asli surat persetujuan melepas dari Kepala Sekolah/PuskesmavuPTD/Lurah/Direktur RSD.....*)
3. Asli surat pernyalaan tidak sodang dan/alau menjalani proses hokum tingkat ringan, sedang atau

berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal PNS
4. Salinanffotocopy sah penilaian prestasi koria bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Demikian disampaikan, atas pe atiannya diucapkan terima kasih.

Pembina IV/a
TembusanYth: NIP. l97O1l3O2OO2l21OO4
1. Inspektur Inspoktorat Kabupaten Bulungan.

Keterangan:

'l tutis nomor su.at keluar.

isi apabita PNS bertuges p€de Sekoleh/PuskesmeduPTD/LunuDircldur RSD.

Pangkal ...........

NtP.................

Kepala,Plt. ian Hukum,

F.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERIAITAH DAERAH

A. SURAT PERUOHONAIT UUTASI PERMOHOITAIT SENDIRI

Tanjung Selor,

Keoada.
Yth. Bupati Bulungan

u.p Kepala Badan Kepegawaian

Perihal : Permohonan Mutasi dan pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bulungan

di -

Tanjung Selor

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Alamat

NomorTelepor/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi dari SekretariaUBadan/Dinas/Kantor .... *) ke

SekrelariauBadan/Dinas/Kantor ....*) dengan alasan:

1. ................

2. ... .. . ... .

3. Dan selerusnya

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan:

1. Asli surat permohonan.

2. Asli surat perselujuan menerima dari Kepala Perangkat Daerah tujuan.

3. Asli surat persetuiuan melepas dari Kepala Perangkat Daerah asal.

4. Asli surat persetujuan melepas dari Kepala Sekolah/Puskesmas/UPTD/Lurah/Direktur

RSD ...... *')
5. Asli surat pernyalaan tidak sedang dan/atau menJalani proses hokum tingkat ringan,

sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal PNS

5. Safinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diuc€pkan terima kasih.

Yang Membuat Permohonan

Pangkat ... ... ... ..

NtP................
Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan.

Keterangan :

'l tulis nama Perangkat Daerah asal,*) tulis nama Penngket Daerah tujuen.
"1 isi apabila PNS bedugas pada Sekolah/Puskesmas/ttPTD/Lunh/Direktur RSD.

Pangkat / Golongan Ruang
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B. SURAT PERSETUJUAN MENERIMA

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nomor

Sifat

Perihal

Keterangan :

'l tulis nomor suratkeluar.

**) tulis jabatan baru yang akan diduduki.
tulis unia keia baru.*1 tulis Penngkat Daenh lnduk.

Persetujuan Monerima

Tanjung Selor,

Kepada,
Yth. ... . ... ... . . *)

Tanjung Selor

Yang bertanda langan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

Dengan ini menerima pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Pendidikan

Jabalan

Unit Keria Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/

Sekolah/Puskesmas/UPTD ...*)

untuk diangkat dalam iabatan pada Sub Bagian/Sub

Bidang/Seksi/Sekolah/Puskesmas/UPTD ... - ..**\ Sekretariat/Badan/ Dinas/

... .. **)
Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Kepala,

Pangkat ... ... ... .

di -

NtP. 19.... .. .....
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C. SURAT PERSETUJUAN MELEPAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nomor

Sifat

Perihal Persetuiuan Melepas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Tanjung S€lor,

Kepada,

Tanjung Selor

: Kepala Perangkat Daerah

dr -

Dengan ini melepas pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Pendidikan

Jabatan

Unit Kerja

untuk diangkat dalam jabatan

B id a n g /S e k s i/Se ko I a h / P u s ke s m a s/ U P T D

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala,

Pembina IV/a
Keterangan: NIP.1'97Oll3O2OO2l2lOO4

', tulis nomor suratkeluar.

*.) tulis unit kerja |ama**) tulis jirbatan baru yang akan diduduki.
tulis unit kede baru.*n) tulis Penngkat Daenh lnduk,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/

Pangkat

NtP. 19...
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERII.ITAH DAERAH

AURAT UAI'LAII PERTOIIOI|AI| UUTASI IGLUAN PERIOHOIIAI SEITDTRI

Perihal : Permohonan Mutasi

Tanjung Selor,

Kepada,
Yth. Bupeti Bulungan

u.p Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Bulungan

da -

Tanjung Selor

Saya yang bertandalangan di bawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organbasi

Alamat

Nomor Telepon/HP

Dangan ini mengajukan permohonan mutasi dari linqkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan ke

Kementsrian/Lsmbaga/Provinsi/Ksbupaten/Kota .....') dengan alasan:
I

2. .................
3. Dan seterusnya
Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan:

1. Asli sural Dermohonan.
2. Asli surat peGetujuan mutasi dari PPK penerima.

3. Asli surat peEietujuan mutasidari Kepala Perangkat Deerah asal

4. asli surat persetujuan melepas dari Kepala Sekolah/Puskesmas/UPTD/Lurah/Direktur rumah

sakitdaerah......").
5. Asli surat pemyalaan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau

proses peradilan.

6- Asli surat pemyataan tidak sadang menjalani tugas belajer atau ikatan dinas.

7. Asti surat pemyalaan tidak memiliki sangkul paut hutang pada koperasi, Perbankan alau pihak

lain.
8. Asli surat keterangan bebas temuan.

9. Asli analisis jabalan dan analisis beban karia.

10. salinan/fotocopy sah surat keputusan pengangkatan PNS.

11. salinan/fotocopy sah surat keputusan kenaikan pangkat te€khir.
12. salinan/folocopy sah surai keputusan iabatan terakhir.

13. salinan/fotocopy sah penilaian pr€setasi keria bemilai baik dalam 2 (dua) tahun lerakhir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya Yang Membuat Permohonan,

Plt. Ke

Pangkat ...........

NtP.................

rembusan Yth ' NIp. lg7OltgO2OO2l2lOO4
'1. Inspeklur Inspektorat Kabupalen Bulungen.

Kslelangan :

\ tuns hatanal Pemerlnbh tuJuon.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Pembina IV/a
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T.AMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2O2I

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. SI'RAT PERAEtrUJUAIY UUTAAI XTLUAR

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR KodePos77212

Nomor

Sifat

P6rihal

Koterangan :

'l tulis nomor surat keluar.*) tulis PNS yang bermohon.*) tulis Pe.angkat Daenh Asal

Penting

Persetujuan Mutasi

Taniung Selor,

Kepada,
Yth. PNS yang b€rmohon... ... *)

di -

Tanjung Selor

Menghubungi surat Saudara Nomor : tanggal .................

perihal ... ... ... ... .... pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetu.iui pegawai negeri

sipil sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi SekretariauBadan/Dinas/Kantor ... ... *)

mutasi ke Kementerian/Lembaga/Provinsi/lGbupatery'Kota ... ...*) dengan ketentuan

tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya mutasi kepegawaian dari

peiabat yang berwenang.

Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

K6pala,

rct tgnq( .,, .,. ... .,,

NtP. 19.....................
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B. SURAT PERSETUJUAN MELEPAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

Nama SekolahlPuskesmas/UPTD/

Rumah Sakit Daerah

TANJUNG SELOR Kode Pos77212

Nomor

Sifat

Perihal

Keterangan :

'l aulis nomorsurat keluar.

*1 tulis Unit Keia Asal

Sekolah/Puskesmas/UPTD/Rumah Sakit

.\

Penting

Persetujuan Mutasi

Tanjung Selor,

Kepada,
Yth. PNS yang bermohon......-)

di -

Tanjung Selor

Menghubungi surat Saudara Nomor : ... ... ... ... ... ..... tanggal ... ... ... ... ..... perihal

pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui pegawai negeri sipil

sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Daerah ... ... *)
mutasikeKementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaien/Kota

tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya mutasi kepegawaian dari pejabat

yang berwenang.

Demikian disampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Kepala Sekolah/Puskesmas/

UPTD/Lurah/Direktur Rumah Sakit Daerah

Pangkat ... ... .....

NtP. 19....................
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C. SURAT PERI|YATAAN TIDAK SEDAITG DAI,AU PROSESI ATAU UETTJALANI HUKT'UAI{

DISIPLIN DAX/ATAU PROSES PERADILAIT

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR KodePos77212

SURAT PERNYATMN

NOMOR: .. t)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Tidak sedangdalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan.

Demikien Suret Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan

apabila dikemudian hari temyata rsi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi

Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

fanjung Selor.

Kepala,

Pangkat ... ... ... ... .....

NtP. 19.......................

Keterangan :

'l tulis nomor sural keluar.
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AURAT PERIrYATAAIT TIDAK AEDANG UEITJALIITI TUGAS BEI.AJAR ATAU IKATAN

DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR KodePos77212

SURAT PERNYATMN

NOMOR: .............1

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jebaten

Unit Organisasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Tidak sedang menjalani Tugas Belajar atau lkatan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaien Bulungan.

Demikian Sural Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Selor,

Kepala,

rar rg^ar ............

NtP. 19...............

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluar.
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E. SURAT PERITTATAAII TIDAK MEUILIXI AAI|GKIIT PAUT HUTAITG

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR ;; ;;.;'; ;

SURAT PERNYATMN

NOMOR: ..............)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Unit Organisasi

Keterangan :

'l tulis nomot surat keluar-

Tidak sedangmemiliki sangkut paut hutang pada koperasi, perbankan atau pihak lainnya.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanjung Selor,

Kepala,

Pangkat ... ... .....

NrP. 19...



F. SURAT KSTERAIIGAN BEBAA TEUUAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Nama Dinas/Badan/Kantor

TANJUNG SELOR Kode Pos77212

SUMT KETERANGAN BEBAS TEMUAN

NOMOR : ..............)

Yang b€rtanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

Bahwe yang bersangkutan tidak pernah termasuk dalam Temuan Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat
Kabupaten Bulungan.

Demikran surat keterangan bebas temuan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sep€rlunya.

Tanlung Selor,

Inspelitur,

Pangkat

NIP 19.

Keterangan :

'l tulis nomor surat keluar.



Nomor

Lampiran

Perihal
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G. SURAT PERSETUJUAN MUTASI

BUPATI BULUITGAN

Tanjung Selor,

Kepada,
Yth. ...........................

Persetujuan Mutasi atas nama

Nama......*)
NtP .........

1. B€rdasarakan permintaan da .............dengansuratNomor..........tanggal ..............

maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

lnstansi

Dengan ini menyatakan dengan

tersebut di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat / Golongan Ruang

Jabatan

lnstansi

...'..''.'........'..'.......

.'.''.....'.................'

.........'....'..'..'''.'....
sesungguhnya bahwa Pegawai Neggri Sipil yang

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Disetu,ui untuk mutasi di lingkungan Untuk diangkat dalam jabatan

dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap

melaksanakan pekerjaannya sehari+ari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada

instansi baru.

Demikian surat pers€tujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
BUPATI BULUNGAN.Plt. Ke

Pembina IVla
t9701130200212rOO4
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LAMPIRAN VIN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERIMAH DAERAH

AI'RAT UsI'I,AT PIRTOHOTAIi IUTAAI IASI'K
Tanjung Solor,

Kepeda,
Yth. Bupati Bulungan

u.p Kepala Badan Kepegawaian

Perihal : Permohonan Mutesi dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupalen Bulungan

di-
Tanjung Selor

Saya yang berlandatangan di bawah ini:

1. Nama

NIP

Jabatan

Unit Organisasi

Alamat

Nomor Telepon/HP

Oengan ini mengaiukan permohonan mutasi dari Kemenleriar/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota

....')ke Pemerintah Kabupaten Bulungan, dengan alasan;

1. .................

2. .................

3. Dan seterusnya

Sebagai bah€n pertimbangan b€rikut saya lampirkan:
'1. Asli surat permohonan.

2. Asli surat persetujuan mulasi dari PPK pensrima.

3. Asli surat peBetujuan mulasi dari Kepala Perangkat Daerah asal.
4. asli surat peGelujuan melepas dari Kepala Sekolah/Puskesmasi/UPTD/Lurah/Direklur rumah

sakit dserah ......'*).
5. Asli suret pemyeleen tidek sedsng delam proses alau menjeleni hukumen disiplin dan/atau

proses p€radilan.

6. Asli su|at pemyataan iidak sedang menjalani lugas belajar atau ikatan dinas.
7. Asli surat pemyataan tidak memiliki sangkul paul hutang pada koperasi, perbankan atau pihak

lain.

8. Asli surat kelarangen bebgs lemuan.
L Asli analisisjabatan dan anslisis beban kerja.
10. salinan/fotocopy sEh surat keputussn p€ngangkatan PNS.

1 1. salinan/fotocopy sah surat kepulusan kenaikan pangkat terakhir.
'12. salinan/fotocopy sah sural kepulusan jabatan terakhir.
13. salinan/fotocopy sah penilaian presetasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Demikian disampaikan, atas perhaiiannya diucapkan ierima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya Yang Membual Permohonan,

Pangkat ...........

NtP.................Pembina IV/a
Keterangan: NIp. l97o I 13o2oo2l2loo4
"l atlis lnE'rnsl Penerlnbh tututn.-) lsl epeb e PNS b€rtugas pada Sekot.h/PuskesmaduPTD/Lunh/D,tEkur RSO.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Plt. Ke


